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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

s a,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistemm Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Cowd-19) danj/atau  menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
serta  penyelamatan ekonomi  nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6514);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



11.

12.

13.

14,

13.

16.

17.

18.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinai Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor |1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023,
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007



Menetapkan

19

20.

21.

Nomor 26);

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 71);

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor
13 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Pemerintah
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur



10.

11.

12.

13.

(1)

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi
daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir
pada tahun 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan  Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan  rencana
pembangunan Daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut
Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang
merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang
atau jasa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD/
RPD Tahun 2024-2026 yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta
rencana kerja dan penda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
vang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

f



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2024

Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun

2024.

BAB 111
SISTEMATIKA

Pasal 3
RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABl : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIIl : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah,;

d. BABIV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

e. BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. BABVI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

g. BABVII : Penutup:

Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024
Pemerintah Daerah bersama DPRD menggunakan RKPD
Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Tahun
2024.

Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau RKA-PD Tahun 2024 dengan DPRD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pclaksanaan rencana kerja dan anggaran vang
berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator
kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan,
Laporan kinerja bentuk pengendalian dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat
daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:

a. perkembangan vang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, Kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara yang tidak terdapat dalam RKPD, periu disusun

Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan

Ketua DPRD.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi,

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah

RKPD ditetapkan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) perubahan RKPD dapat dilakukan

tanpa melalui tahapan evaluasi.

Perubahan RKPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah,

b. target sasaran pembangunan daerah;

c. prioritas pembangunan daerah;

d. penambahan dan/atau program dan kegiatan

perangkat daerah; dan

c. target kincrja penyclenggaraan pemerintahan dacrah.

Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD

dapat dilaksanakan setelah perubahan RPJMD/RPD Tahun

2024-2026.

Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum

dalam RKP, RPJMD/RPD Tahun 2024-2026 tidak perlu
dilakukan perubahan.

Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti

dengan perubahan dan/atau perubahan kegiatan dalam

Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang—ur‘ldangan.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditctapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 Juli 2023

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRE’I‘ARIS DAERAH

ARG REN SIDENRENG RAPPANG,

S

¥/ BASRA
¥ DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2023 NOMOR 30
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-satu
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Sidenreng
Rappang, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, dokumen ini juga merupakan
instrumen dalam mewujudkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2024-2026.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagaimana telah
dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, bahwasanya visi
dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu
“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun
2025”. Visi tersebut menempatkan kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat
ditransformasikan ke dalam 3 (tiga) perspektif keunggulan, yaitu:

1. Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, yang mengandung makna bahwa Kabupaten
Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan
untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan.
Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani,
pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis
dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang
relatif cukup baik dan akar budaya yang kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang
untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi
Selatan.

2. Sebagai Wilayah yang Mandiri, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola
sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai
melalui pengembangan interkoneksitas inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksitas

maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia,

- BAB | PENDAHULUAN ]




kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat
berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.

3. Masyarakat Berbudaya dan Religius, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa
pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan
tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi
pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan

bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, mencakup 6 (enam)
hal, yaitu:
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun Kemandirian Masyarakat;
4. Membangun Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Kepemerintahan yang Bersih

(Clean Governance);

o

Membangun Kehidupan Sosial Budaya;

6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Secara umum tema RKPD Tahun 2024, difokuskan pada Pemantapan Pemulihan Ekonomi,
Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Untuk dapat mencapai fokus
pemantapan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih
implementatif melalu pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang
berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih daripada itu, dokumen RKPD Tahun
2024 yang dibuat ini juga tidak hanya berakhir dengan mempedomani terhadap dokumen yang
disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih
berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada tahun 2024, ada 2 (dua) peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna
terhadap muatan RKPD, vyaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai

elaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan
berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya Kabupaten Sidenreng
Rappang, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan
Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025,
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, serta memperhatikan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan
memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta target akhir
RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. RKPD Tahun 2024 juga mendukung pada
pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals
(SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 serta implementasi peraturan
perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan penyusunan RKPD. Adapun capaian
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi
4,86%, Tingkat Kemiskinan 5,11%, Tingkat Pengangguran Terbuka 3,56%, Gini Rasio 0,354 dan
Indeks Pembangunan Manusia 72,06.

Penyusunan dokumen RKPD 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD
disusun dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan
rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024
merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2024
telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah.

RKPD tahun 2024 merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
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yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta menjadi acuan di
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan
sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2024.
Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh

permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang merupakan
gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah. Adapun tahap penyusunan RKPD diajabarkan sebagai berikut:
1. Persiapan Penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu:

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD;

b. Orientasi mengenai Penyusunan RKPD Tahun 2024 oleh Tim Penyusun RKPD;

c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis,

merumuskan dan menelaah hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;

b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;

. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;

c
d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

®

Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

—h

Penelaahan terhadap sasaran RPD;

Penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;

> @

Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan

k. Perumusan rencana program dan pendanaan.

Adapun sistematika rancangan awal RKPD, adalah:

1. Pendahuluan;

2.
3.
4.
5.
6.

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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7. Penutup.

Setelah Rancangan Awal RKPD disusun, selanjutnya dilakukan forum konsultasi publik untuk
mendapat masukan serta saran guna penyempurnaan Rancangan Awal tersebut. Rancangan
Awal RKPD yang telah disempurnakan digunakan sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan
Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD
menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKP, RKPD Provinsi dan
program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan,
indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan
penyelarasan dengan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- BAB | PENDAHULUAN §




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi
nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6514);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023,

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
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17.

18.

19.

20.

21.

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 314);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 71);

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

merupakan penjabaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan berpedoman

pada Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku

kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga
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dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan
lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada Rancangan RKP Tahun 2024 yang terkait dengan
program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, juga menyangkut
penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah
Pusat.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah
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Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan
keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan
dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPD merupakan suatu dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kurun waktu 3 (tiga) tahun. RPD
kemudian dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya. RKPD kemudian dijadikan pedoman

penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon
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Anggaran Sementara (PPAS), sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas
antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.
Adapun hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada

gambar berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
RPJPD g )
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Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Diolah

1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sesuai dengan amanat
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 105, sebagai berikut:
1. Penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2024-2026;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
Adapun tujuan dari RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:
1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahun 2024;

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan;
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4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan;

5. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang
mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD
tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen
RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang
dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas
tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD
bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen perubahan RPJMD dan dokumen RKPD
tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah meliputi
aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah
dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta
permasalahan pembangunan daerah.
BAB Ill KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja

ang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan
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kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan

dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2024.
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BAB I

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi
Sulawesi Selatan).Wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km2
terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Kabupaten ini terletak diantara 30°43’ —
40°09’ Lintang Selatan dan 119°041" — 120°010’ Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang
berbatasan dengan:
0 Sebelah Utara . Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Timur  : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

0
0 Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
0

Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
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Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012
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Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) Dan Jumlah
Desa/Kelurahan Tahun 2022

No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Desa/ Kelurahan
Kelurahan Desa
1 Panca Lautang 15.393 3 7
2 Tellu Limpoe 10.320 6 3
3 Watang Pulu 15.131 5 5
4 Baranti 5.389 5 4
5 Panca Rijang 3.402 4 4
6 Kulo 7.500 - 6
7 Maritengngak 6.590 7 5
8 Watang Sidenreng 12.081 3 5
9 Pitu Riawa 21.043 2 10
10 Dua Pitue 6.999 2 8
11 Pitu Riase 84.477 1 11
Jumlah 188.325 38 68

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat
bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan luas 3.402 Ha,
secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 2.1
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022(%)

= Panca Lautang
= Tellu Limpoe
/N
Watang Pulu
8% = Baranti
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o Kulo
4% = MaritengngaE
= \Watang Sidenreng
= Pitu Riawa
= Dua Pitue

11% = Pitu Riase

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak kira-kira 183 km di sebelah Utara
Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lerengan wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah

perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.
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Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat)
kategori yaitu:

1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha,
kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah,
perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai
lereng 0—2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 %
dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang
seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0—2%.

2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha,
kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik
dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah
dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil
perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2-15% paling luas adalah Pitu Riase
seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas
1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau
8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng
dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.

3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414
Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih
cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan
usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan
dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-
40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang
seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai
luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658
Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang

Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.

Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar
64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai
pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini
tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan,
sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng
diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas
7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138
Ha atau. 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).
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Gambar 2.2
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Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan
tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 m diatas permukaan laut
(dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan
ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 Mdpl.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas)
Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir
adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi
100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu
Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2

Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang

No Kecamatan Keadaan Tanah (%)
Datar Berbukit | Bergunung | Rawa/Danau Total
1 Panca Lautang 15 25 57 3 100
2 | Tellu LimpoE 15 35 49 1 100
3 | Watang Pulu 25 5 70 - 100
4 Baranti 100 - - - 100
5 Panca Rijang 97 3 - - 100
6 | Kulo 90 5 5 - 100
7 | MaritengngaE 100 - - - 100
8 | Watang Sidenreng 85 15 - - 100
9 | Pitu Riawa 60 10 30 - 100
10 | Dua Pitue 100 - - - 100
11 | Pitu Riase 35 25 40 - 100

Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023
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Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun
1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol,
grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110
Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua)
Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah
ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur paisr halus hitam kelabu dengan
daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-
tumbuhan.Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial
kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari
luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang
seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu
Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang—kadang terdiri dari lapisan cadas
terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak
mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija,
sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumosol seluas 1,20 %
atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan
Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol,
kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu
LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis
tanah ini.

Gambar 2. 3
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Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal
yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau
sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa
seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis
tanah mediteran tersebut terdiri dari komplek mediteran coklat kekelabuan dan regosol komplek
meditreran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari
luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas
76.934 Ha (81,01%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut
Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70
%), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas
2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat
dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta
geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di
Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada
dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai
29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gunung Api
besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing
Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang

No Kecamatan Jenis Tanah

1 Panca Lautang - Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol
- Regosol Coklat

- Alluvial Kekelabuan

- Alluvial Hidromorf

2 Tellu Limpoe - Alluvial Kelabu Tua

- Alluvial Hidromorf

- Alluvial Colkat Kelabu
- Regosol Coklat

3 | Watang Pulu - Regosol Coklat Kelabu
- Grumesol Kelabu tua
- Regosol Coklat

4 Baranti - Alluvial Kelabu Tua
- Regosol Kekelabuan
- Alluvial Hidromorf
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No Kecamatan Jenis Tanah

5 Panca Rijang - Alluvial Kelabu
- Padsolit Coklat
- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol

6 Kulo - Regosol coklat kekelabuan
- Podsolik merah kekuningan
7 Maritengngae - Alluvial Kelabu Tua

- Alluvial Coklat Kelabu

- Grumesol Kelabu Tua

- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol
- Regosol Coklat Kelabuan

8 | Watang Sidenreng - Regosol Coklat Kelabuan
- Podsolik merah kekuningan
- Alluvial Coklat Kelabu

9 Pitu Riawa - Alluvial Coklat Kelabu
- Alluvial Hidromorf
10 | Dua Pitue - Alluvial coklat kelabu

- Alluvial Hirdomorf
- Padsolit Merah kekuningan
- Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol

11 | Pitu Riase - Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol
- Podsolik coklat
- Padsolit Merah kekuningan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang
mengaliri berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai
sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang
Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca
Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan
Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M,
merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui
nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti

tabel berikut ini.

Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Ke;-:Ig(rarI]e?ﬁ Aéungai Kabupaten Sidenreng Rappang
No Kecamatan Nama Sungai Panjang (M) Lebar (M) Kedalaman (M)
1. | Panca Lautang Bilokka 20000 22 9
Lokabatu 2000 6 3
Pape 2000 2 3
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No Kecamatan Nama Sungai Panjang (M) Lebar (M) Kedalaman (M)
Cakkarella 1500 2 2
bengkulu 5000 6 2,5
Sessanriu 3250 13 2,5
2. | Tellu Limpoe La Toling 5000 5 2
Pemantingan 7000 7 2.5
Watang Lowa 6000 3 1,5
3. | Watang Pulu Bangkae 5000 10 8
Cakkaloloe 5000 10 5
Alekarajae 11000 8 3
Lompengan 5000 8 2,5
Datae 3000 6 2,5
Pabbaresseng 4000 5 2,5
Polojiwa 3000 4 2,5
Batu Pute 3000 3 3
4. | Baranti Rappang 15000 30 5
5. | Panca Rijang Rappang 10000 25 8
Poka 2500 5 7
Tellang 2550 5 7
Taccipi 4,500 6 5
6. | Kulo Pangkiri 4,200 10 8
Kulo 7,500 7 5
Anrellie 2,000 7 6
Anyuara 4,200 8 5
Cinra Angin 7,500 8 5
7. | Maritengngae Takkalasi 5,000 8 3
8. | Dua Pitue Bila 15,100 70 4
Baramasih 11,750 50 5
Betao 10,085 50 3
Tanru Tedong 4,250 100 5
Kalempang 6,375 80 4
Lancirang 8,150 10 3
Samallangi 2,500 8 2
Loka 10,250 25 3
9. | Pitu Riawa Anabannae 5,000 7 3
Banjara 2,500 6 2.5

Sumber: Dinas PSDA; 2022

Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan Fergusson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten
Sidenreng Rappang, Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah
bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan
basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi

pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk

- BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 8




iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu
Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata
3-4 bulan dan berlangsung Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini
terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua
Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu
(bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara). Tipe Ketiga
adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6
bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah
yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng
Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE,
Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang
dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo
(bagian Barat sebelah Timur)Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar
Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka,
Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan
pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata
curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Dengan
demikian jumlah curah hujan yang tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan tertinggi
dijumpai pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun mencapai nilai minimun
sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-
2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Dengan demikian jumlah curah
hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada daerah yang mempunyai iklim
tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm.
Jumlah curah hujan bulan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah curah
hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
terutama dalam bidang pertanian. Prosentase curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase
jumlah curah hujan yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk tanaman tropik
terletak antara 5-15 % (optimal: 8,3-11,5 %). Nilai dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak
menguntungkan, tetapi idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 %
menunjukkan curah hujan yang berkelebihan dan berkelembaban yang cukup tinggi, sehingga
menimbulkan problem dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Di tempat yang
mempunyai iklim berbeda akan menyebabkan perbedaan persentase curah hujan bulanan.

Pebedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan.
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2.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan
lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan
lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah,
klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk
hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur,
Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga,
Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau
mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan
luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman
dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan
Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas
282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No Peruntukan Kawasan Budidaya Luas lahan (Ha)
1 Sawah 38.989,58

2 Permukiman 5.989,95

3 Kebun Campur 22.403,32

4 Ladang/Tegalan 2.487,02

5 Kolam/Tambak/Rawa 265,10

6 Danau/Sungai 5.867,86

I Perkebunan Rakyat 9.323,65

8 Hutan 82.669,05

9 Lapangan Olahraga 5,83

10 | Semak/Belukar 20.323,64
Total 188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan
wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan
hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah
resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk
didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem
transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan
melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang

berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari
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kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak
merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang
lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk
oleh konsisi pasar.

Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang
sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk
menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan- kegiatan yang akan dikembangkan
ke depan pada kawasan pusat- pusat kegiatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain; 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan
nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar
intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah
pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka rencana struktur ruang wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun
2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kawasan Perkotaan
Pangkajene yang secara administratif meliputi sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae dan
sebagian Kecamatan Watangpulu.

Dalam mendukung perandi Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai PKL dalam melayani
kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan, maka di Kawasan perkotaan Pangkajene
PKL fasilitas perkotaan, yang meliputi; fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, ruang
terbuka kota, sarana pelayanan umum, perumahan, dan transportasi, disamping dikembangkan
fasilitas skala kawasan dan skala lingkungan yang terdistribusi secara proporsional di pusat dan
sub pusat perkotaan. Selain itu, juga akan direncanakan direncanakan kota baru dalam kota,
yang meliputi;

a. Kota baru di Kawasan Perkantoran dan sekitarnya di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan

Watang Pulu;
b. Kawasan Permukiman skala besar di Kelurahan Arawa dan Kelurahan Batulappa

Kecamatan Watang Pulu.
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2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kecamatan. Berdasarkan kriteria penetapan PPK serta potensi masing-masing
kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka pusat-pusat kegiatan yang
diarahkan sebagai PPK di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kawasan kota baru
dan seluruh kawasan perkotaan Ibukota Kecamatan diluar cakupan pelayanan PKL, yang
meliputi 1). Kawasan Perkotaan Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe; 2). Kawasan Perkotaan
Uluale di Kecamatan Watang Pulu; 3). Kawasan Perkotaan Baranti di Kecamatan Baranti; 4).
Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang; 5). Kawasan Perkotaan Kulo di
Kecamatan Kulo; 6). Kawasan Perkotaan Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng; 7).
Kawasan Perkotaan Otting di Kecamatan Pitu Riwa; 8). Kawasan Perkotaan Tenru Tedong di
Kecamatan Dua Pitue; 9). Kawasan Perkotaan Barukku di Kecamatan Pitu Riase; dan 10).
Kawasan Perkotaan Bilokka di Kecamatan Panca Lautang;
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan kriteria dan potensinya, terdapat beberapa
pusat-pusat permukiman yang diarahkan sebagai PPL di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu:
1). Panreng di Kecamatan Baranti; 2). Mandenra di Kecamatan Kulo; 3). Teppo di Kecamatan
Tellu Limpoe; 4). Batu di Kecamatan Pitu Riase; 5). Wanio di Kecamatan Panca Lautang; 6).
Salobukkang di Kecamatan Dua Pitue; 7). Kanyuara di Kecamatan Watang Sidenreng; 8).
Uluale di Kecamatan Watang Pulu; 9). Ponrangae di Kecamatan Pitu Riawa; dan 10). Lalebata
di Kecamatan Panca Rijang.

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri
atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan
untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor
pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung,
aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan.
Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi
1. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan sawah dengan luas 54.940,45 Ha

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti,
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sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe,
sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang,
sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu,
sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan
sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura
Kawasan peruntukan pertanian hortikultura merupakan kawasan peruntukan pertanian
holtikultura komoditas sayur-sayuran dengan luas 35.525,35 hektar ditetapkan di di
sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah
Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah
Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah
Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah
Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah
Kecamatan Watang Sidenreng;

c. Kawasan peruntukan perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 14.640,71 hektar terdiri atas
+ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan
Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan
Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah
Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah
Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah
Kecamatan Watang Sidenreng;

« Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan
Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan
Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah
Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah
Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah
Kecamatan Watang Sidenrang;

+ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah
Kecamatan Pitu Riawa;

« Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah

Kecamatan Pitu Riase; dan
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« Kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah
Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian
wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian
wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian
wilayah Kecamatan Watang Sidenrang.

d. Kawasan Peruntukan Perikanan

Penangkapan ikan, pelabuhan dan pengolahan ikan dalam kajian ini dipandang sebagai

satu sistem. Pendekatan satu sistem pada kegiatan perikanan tersebut disebabkan

masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyatu pada kegiatan ini, sehingga
lokasi penangkapan ikan, lokasi pelabuhan (penampungan) ikan dan lokasi pengolahan
ikan perlu berada pada sebaran yang optimal dari perhitungan ekonomi skala masyarakat.

Kawasan Peruntukan perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tebel

di bawah ini:
Tabel 2. 6
Luas Lahan Perikanan Budidaya Kabupaten Sidenreng Rappang

No Kecamatan Kawasan Perikanan Persentase
1 Baranti -~ -
2 Dua Pitue -- --
3 Kulo 6.39 43.31
4 Maritengngae - --
5 Panca Lautan -~ --
6 Panca Rijang -- --
7 Pitu Raise -- --
8 Pitu Riawa 2.89 19.59
9 Tellu Limpoe -- --
10 | Watang Pulu - --
11 Wt. Sidenreng 547 37.10

Grand Total 14.75 100.00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2022

2. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang akan dikembangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang
adalah kawasan pertambangan yang telah mempunyai izin eksplorasi dan eksploitasi, bahan
tambang yang akan direncanakan dan dapat di eksplorasi adalah tambang mineral dan non
mineral.

Pengembangan kegiatan peruntukan kawasan pertambangan, perlu memperhatikan
kriteria teknis untuk pemanfaatan ruang, yang seyogyanya diatur dalam pengendalian
pemanfaatan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar tetap terjaga fungsi dasar ruang pada

kawasan tersebut, guna menjaga kelestarian lingkungan, baik sebelum, maupun setelah

eksploitasi.
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Kawasan peruntukan pengembangan pertambangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan komoditas tambangnya adalah sebagai berikut

Tabel 2.7
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Wilayah Pertambangan yang Ditetapkan

No | Kecamatan WUP WUP Bukan WUP

i Batubara Logam & Batuan WP legein Radioaktif e el
1 | Baranti - 4.370,23 4.370,23
2 | Dua Pitue - 4.365,19 2.435,46 690,90 7.491,55
3 | Kulo - 6.679,78 6.679,78
4 | Maritengngae - 2.670,48 988,27 3.547,82 7.206,57
5 | Panca Lautan - 10.031,79 4.217,54 | 14.249,34
6 | Panca Rijang - 4.390,42 4.390,42
7 | Pitu Raise - 2.786,55 950,04 67.280,09 71.016,68
8 | Pitu Riawa - 7.783,34 110,23 12.461,32 20.354,89
9 | Tellu Limpoe - 3.625,98 5.454,48 9.080,47
10 | Watang Pulu - 4.719,97 4.333,63 5.011,61 2.485,08 | 16.550,30
11 | Wt. Sidenreng - 6.343,63 1.893,70 2.75517 10.992,50

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

3.

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijelaskan seperti
penjelasan dibawah ini

a. Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas

1. Kawasan peruntukan industri Mattirotasi untuk pengolahan hasil pertanian ditetapkan
akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 80 ha; dan

2. Kawasan peruntukan industri Massepe untuk pengembangan industri alat pertanian
ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 60 ha.

b. Kawasan peruntukan industri terdiri atas

1. Kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan daging sapi ditetapkan
akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Panca Rijang, dan
Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 15 ha;

2. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan perkebunan
ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase
dengan luasan 25 ha; dan

3. Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di Kecamatan Kulo,
Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan
Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan
Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang

Sidenreng.

- BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1S




c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah
tangga terdiri atas
1. Kawasan peruntukan industri pembuatan batu nisan ditetapkan di Kecamatan

Maritengngae; dan
2. Kawasan peruntukan industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga ditetapkan
dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe.
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi:

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas a). Kawasan Monumen Ganggawa di
Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae; b). Kawasan Monumen Bambu Runcing
di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang; c). Kawasan Monumen Andi Cammi di
Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu; d). Kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa
Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan €). Kawasan upacara adat Maccera Tappareng
di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas: a). Kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di
Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; b). Kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di
Desa Maddenra Kecamatan Kulo; c¢). Kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan
Massepe Kecamatan Tellu Limpoe; d). Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah
Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian
wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan e). Kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu
Riase.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas a). Kawasan Taman Rekreasi Datae di
Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; b). Kawasan Taman Rekreasi Puncak Desa
Lagading di Kecamatan Pitu Riase; c). Kawasan Taman Rekreasi Transpark di Kelurahan
Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; dan d). Kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo,
Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan
Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watan
Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

5. Kawasan Peruntukan peternakan

Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas

a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan
24.450 ha; dan

b. Kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah

Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 2.446 ha;
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2.1.2.1. Kaijian Lingkungan Hidup Strategis tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung
satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada.
Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih
dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu
melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam
menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran
dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu
kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang memuat
pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk
atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai
patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat
mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan
pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap
lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu
wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung
lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioteknologi, kapasitas lahan,
air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi
terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang
dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan
yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam
penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena
penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan
berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung
berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan
berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari
suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan

didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan

elayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya
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alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya.
Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan
(jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan,
kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam
perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek vyaitu: Jasa
penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung
(supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem
dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan
atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk
berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan
lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia.
Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks
jasa ekosistem dengan rentang nilai 0-1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi
wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat
memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai
manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan
kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlay-kan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang
untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai
manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam
penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan
melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih
tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya
berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga
ikut diperhatikan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang
merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan
lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas | sampai dengan IV dapat digunakan untuk pertanian,
sedangkan dari kelas V sampai dengan VIl untuk padang rumput, kelas VIl sebaiknya secara alami
sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi,
subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas
dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan

pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 8
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan
No Kemampuan Lahan Penggunaan Lahan yang Diperkenankan

1 I Semua jenis penggunaan lahan

2 I Semua jenis penggunaan lahan kecuali PSI

3 I Semua jenis penggunaan lahan kecuali PSI dan Pl (hanya PSD)

4 WY Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan

5 V Semua jenis penggembalaan (PGI, PGSD, PGT), semua jenis hutan
6 Vi PGSD, PGT, semua jenis hutan

7 VI PGT, hutan

8 VIl Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan MontgOmery (1961, diringkas) dan FenTon (2014)
Keterangan: PSI: Pertanian sangat intensif; Pl: pertanian intensif; PSD: pertanian intensitas sedang;
Pt:  pertanian terbatas; PGIl: Penggembala intensif; PGSD: penggembala sedang; PGT:
Penggembala terbatas

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut:
Kelas |, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang
kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian.
Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah
diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.
Kelas ll, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan
penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada
kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi,
menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor
pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai,
kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja
memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan
tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan
pembuatan saluran-saluran air.
Kelas lll, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas
ll, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang
serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaannya. Faktor-faktor
pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi,
drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah,
kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.
Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas Ill,
sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada
kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap

erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas. V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu
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basah/tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada
kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami

dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam,
sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat
dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk
vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum
sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi
permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar,
tertutup batuan lepas/batuan singkapan/tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini

dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat

rekreasi).
Tabel 2.9
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Kelas Luas (Ha) Persentase (%)
I 15.464,31 7,96
\Y 29.700,45 15,29
V 60.625,94 31,21
VI 88.451,08 45,54

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng
Rappang. Hasilnya sebesar 45,54% luas lahan kelas VI, 31,21% luas lahan kelas V, 15,29% luas
lahan kelas IV, dan 7,96% luas lahan kelas Il. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di
Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang
cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan
kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga
didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk
pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di
Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan
cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk
sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya
cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya
dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang

cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan

air.udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau
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kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang
baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin
mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman,
pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran-saluran air.

Kecamatan yang berpotensi mengembangkan budidaya pertanian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 10
Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang
KELAS (Ha)
KECAMATAN I NV vV Vi

Baranti 4.645,95
Dua Pitue 1.187,39 6.918,59
Kulo 2.307,71 1.415,38 4.407,63
Maritengngae 7,99 6.635,06
Panca Lautang 739,52 1.310,63 7.085,73 5.928,66
Panca Rijang 2.334,44 2.168,60
Pitu Riase 972,60 16.078,40 4.990,94 67.571,25
Pitu Riawa 2.207,91 5.962,28 6.766,69 6.256,82
Tellu Limpoe 1.765,08 175,90 3.297,25 4.112,82
Watang Pulu 1.242,62 3.570,47 7.331,23 4.581,53
Watang Sidenreng 3.886,44 ©.378,27

TOTAL 15.464,31 29.700,45 60.625,94 88.451,08

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh
potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (3.886,44 ha) dan Kecamatan Panca
Rijang (2.334,44 ha) dan Kecamatan Kulo (2.307,71 ha). Sedangkan untuk Sebagian daerah
Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih
sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk
peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti kecamatan Pitu Riase dan Pitu
Riawa.

Gambar 2. 4
Peta kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017
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KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD TAHUN 2019 - 2023

HKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021
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Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah
daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung

berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (supply) dan

kebutuhan (demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi
dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau
tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung

suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada tabel

dibawah ini:
Tabel 2. 11
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang
Status Air Tahun 2020 (M3/Tahun)
Kecamatan
Ketersediaan Kebutuhan Selisih

Baranti 9.042.218,43 2.948.119,49 6.094.098,94
Dua Pitue 13.586.391,61 4.058.222,66 9.528.168,95
Kulo 10.423.500,02 3.368.790,97 7.054.709,05
Maritengngae 13.347.072,82 4.133.402,99 9.213.669,83
Panca Lautang 17.794.219,05 4.162.661,19 13.631.57,86
Panca Rijang 6.001.817,49 2.336.383,93 3.665.433,56
Pitu Riase 68.948.447,78 8.948.164,22 60.000.283,56
Pitu Riawa 22.198.590,79 5.862.399,06 16.336.191,73
Tellu Limpoe 10.558.726,52 3.019.461,63 7.539.264,89
Watang Pulu 17.717.339,00 5.895.750,37 11.821.588,63
Watang Sidenreng 14.937.288,48 4.361.836,88 10.575.451,60

Total 204.555.611,99 49.095.193,40 155.460.418,60

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang,; 2021

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten
Sidenreng Rappang sebesar 204.555.611,99 m3/tahun, sementara kebutuhan sebesar
49.095.193,40 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 155.460.418,60 m3/Tahun, hal ini
berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara
ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar
terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (60.000.283,56 M3/Tahun), dan Pitu Riawa (16.336.191,73
m3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang
tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk
selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang
(3.665.433,56 m*Tahun).
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Gambar 2. 5
Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang
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Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang,; 2020

Gambar 2. 6
Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang
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Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Gambar 2. 7
Peta Selisin Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang
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Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020
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Gambar 2. 8
Peta Status Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang
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Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang,; 2020

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan belum melampaui daya dukung

penyediaan Ketersediaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar

2.232.163.078,98 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 398.332.054,68 kkal/tahun, sehingga

pangan. pangan di
masih terdapat selisih sebesar 1.833.831.024,29 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan
kebutuhan pangan untuk setiap kecamatan nya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada
kecamatan Pituriase (769.781.345,92 kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan
Pancarijang (44.735.253,17 kkal/tahun).

Tabel 2. 12
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Status Pangan Tahun 2020 (kkal/tahun)

NEBREEN Ketersediaan Kebutuhan Selisih
Baranti 70.617.943,43 23.584.955,87 47.032.987,56
Duapitue 120.244.648,71 34.852.321,32 85.392.327,39
Kulo 104.544.096,08 26.950.327,71 77.593.768,37
Maritengngae 106.506.960,45 33.067.223,88 73.439.736,57

Panca Lautang

188.149.360,14

33.301.289,47

154.848.070,67

Panca Rijang 63.426.324,63 18.691.071,46 44.735.253,17
Pitu Riase 843.754.023,58 73.972.677,66 769.781.345,92
Pitu Riawa 260.146.551,68 47.695.796,16 212.450.755,562
Tellulimpo E 126.743.072,36 24.155.693,13 102.587.379,23
Watang Pulu 210.088.682,42 47.166.003,09 162.922.679,33
Watang Sidenreng 137.941.415,